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Abstract 

When it comes to general elections, each candidate will certainly pass the winning strategy by 

getting as much support as possible. This paper examines specifically the phenomena leading 

up to the 2019 general elections in Wonosobo, Central Java. Using the case study method by 

emphasizing the primary source of the interview results, this research confirms the existance 

of money politics. As is generally the case in other regions in Indonesia, transactional politics 

also become parts of the celebaration of democracy in Wonosobo. In addition, the public has 

indeed been carried away by the buying and selling vote because they are pragmatic in mind. 

This fact has been increasingly used by political elites to win votes by providing money and 

similar assistance. 
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Abstrak 

Ketika datang waktunya pemilihan umum, setiap kandidat tentu akan melalukan strategi 

pemenangan dengan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Tulisan ini meneliti secara 

spesifik fenomena menjelang pemilu 2019 di kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan 

metode studi kasus dengan menekankan sumber primer dari hasil wawancara, penelitian ini 

mengkonfirmasi jamaknya praktek politik transaksional.  Seperti umumnya terjadi di daerah 

lain di Indonesia, politik transaksional juga mewarnai pesta demokrasi di Wonosobo. Selain 

itu, masyarakat memang telah terbawa arus jual beli suara karena mereka berpikiran 

pragmatis. Hal ini justru semakin dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraup dukungan 

suara dengan memberikan uang maupun bantuan serupa. 

Kata kunci: politik transaksional, pemilu, Wonosobo 

 

Latar belakang 

Pemilihan lkepala ldaerah l(pilkada) lsecara llangsung lmerupakan lsalah lpraktek 

lperwujudan ldemokrasi ldi ltingkat llokal. lSebagai lnegara ldemokrasi, lIndonesia 

lmenerapkan lpilkada lsebagai lupaya luntuk lmewujudkan ltata lpemerintahan lyang 

lefektif. lPemilihan lseperti lini lberfungsi luntuk lmenentukan lpemimpin lyang lkompeten 
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luntuk lduduk ldan lmenjalankan lfungsi lpemerintahan l l(Sardini, l2011, lp. l298). lNamun 

ldalam lperjalanannya lhingga ltahun l2019, lpilkada ltelah lmenuai lpro ldan lkontra ldi 

lbeberapa lkalangan, lbaik lpraktisi, lakademisi, lmaupun lmasyarakat lsecara lumum. lHal 

lini ldapat ldilihat ldengan lterjadinya lpemborosan langgaran lserta ljanji lyang ltidak lsesuai 

ldengan lyang ldikampanyekan. lBahkan lbanyak lkepala ldaerah lyang lterjerat lkasus 

lpelanggaran lhukum. lSengketa lantar lpendukung lmasing-masing lcalon latas 

lketidakpuasan lperolehan lhasil lsuara ljuga lberujung lpada lkonflik lhorizontal ldi lbanyak 

ldaerah. lHal lini ljuga ltambah ldengan ladanya lmoney lpolitics ldan lkasus lkorupsi lyang 

lmelibatkan lbeberapa lkepala ldaerah ldi lIndonesia l(Djauhari, l2011). l 

Tidak lhanya lkepala ldaerah, lkorupsi ljuga lmenjerat lbanyak langgota lDPRD, 

lsalah lsatunya ladalah lkasus ldi lKabupaten lWonosobo. lContoh lyang lsempat lmenjadi 

lpembicaraan ladalah lkasus lMantan lDPRD ldham lChalied lyang ldihukum lempat ltahun 

lpenjara l(Kompas.com, l2014), lserta lkasus langgota lDPRD lWonosobo, lKhamim lalias 

lMuhamad lHamimil lMutaqin, lyang ldididakwa latas lkasus lpemotongan ldana lbantuan 

lsosial l(Tribunnews.com, l2015). 

Beberapa lkasus lkorupsi lyang lmuncul ldalam lbentuk lpolitik ltransaksional ljuga 

lnampak lmenjelang lpilkada lserentak ltahun l2019 ldi lsalah lsatu lkabupaten ldi lJawa 

lTengah ltersebut. lHal ltersebut ldapat lditelusuri ldari lproses lpengajuan lusulan lcalon 

linternal lpartai lpolitik, lhingga ltahapan-tahapan lpilkada lyang lberjalan lselanjutnya. 

lPolitik ltransaksional ldalam lpilkada lini ldampaknya ltidak lhanya lsampai lpada lhasil 

lpemenangan lpilkada, lnamun ljuga lpada lpenyelenggaraan lpemerintahan lyang ltidak 

lefektif lsetelah lpilkada ltersebut. 

Politik lyang ltidak lfair ldan ljujur ini lditunjukkan ldengan lterutama ladanya 

lpraktek-prakter lmoney lpolitics, lsebagaimana ltelah ldisebutkan ldi lawal. lMoney 

lpolitics latau lpolitik luang ldilakukan loleh lpara lelit lpolitik lsecara ltidak lfair lsebagai 

lmodal luntuk lmemperoleh lkekuasaan. lHal ini ltidak lhanya lterjadi ldalam level lpolitik 

lnasional lsaja, lnamun ljuga lsampai lpada ltingkat lokal lsebagai lsymbol ltali lasih lyang 

lbermakna lsosial l(Kana, l2011). lSingkatnya, lpolitik luang ltelah lmenjadi lnstrumen luntuk 

lmemperoleh lsebanyak lmungkin lsuara ldalam lpemilu. l 

Dengan ldemikian, ltidak lmenutup lkemungkinan lkasus lseperti ini ljuga lterjadi 

ldi ltengah lmasyarakat lWonosobo lsebagaimana ldua lcontoh lkasus lyang ltelah 

ldipaparkan ldi latas. lUntuk itu, lpenulis lberusaha lmeneliti lpolitik ltransaksional ldi 

lKabupaten lWonosobo lterutama lmenjelang lpilkada l2019. lUntuk itu, lpokok 

lpertanyaan ldalam lstudi ini ladalah lBagaimana lpraktek lpolitik ltransaksional loleh lcalon 

llegislatif lpada lPemilu ltahun l2019 ldi lKabupaten lWonosobo? lDengan lrumusan lmasalah 

ltersebut, lmaka lpenelitian ini lbertujuan luntuk l(1) lmengetahui lpola latau lbentuk lpolitik 

ltransaksional lyang ldilakukan loleh lcaleg lmenjelang lpemilu l2019, lserta l(2) lmengetahui 

lmodus/motivasi/alasan lsikap ldari lcaleg ldan lmasyarakat lterhadap lpolitik 

ltransaksional. 
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Kajian lPustaka l 

Penelitian lmengenai lpolitik ltransaksional lmemang ltidak lbegitu lbanyak. 

lKebanyakan lpenelitian ltentang ltema ini lebih lcenderung lmemfokuskan lpada 

lpenegakan lhukum ldan lmotif-motif ldalam lmelakukan lpolitik ltransaksional lserta 

lvariasinya. lWahyu lTriono lKS l(2017) l“Politik lTransaksional lPada lPemilukada 

lSerentak l(Suatu lTinjauan lAnalisis lTeori lDesentralisasi)” lmenyatakan lbahwa lpolitik 

ltransaksional ltelah lmengkontaminasi lpesta ldemokrasi. lHal ini ltidak lepas ldari lbudaya 

lpolitik lpatrimonial latau lklientelisme. lSementara litu, lpolitik luang ljuga ldipengaruhi 

loleh lbeberapa laspek. lDiantaranya ladalah lambisi lcalon lyang lkuat, lfaktor lkebutuhan 

luang ldari lmasyarakat lterutama lmereka lyang lmiskin, ltingkat lPendidikan lmasyarakat 

lyang lrendah, ltidak ladanya lbudaya lmalu ldan ldealisme, lserta lpengawasan lyang ltidak 

lkuat l(Fuadi, l2012). lPrakter lseperti litu ltentunya lmenimbulkan ldampak lyang ltidak 

lbaik. lBahkan lsebagaimana ldalam lpandangan lhukum lIslam, l lmoney lpolitics ladalah 

lpraktek lHaram lmeski lkegiatan ltersebut ltelah ldianggap lwajar ldi lkalangan lmasyarakat 

l(Abdillah, l2009). 

Anggapan lbahwa lpolitik ltransaksional ladalah lprakter lyang lwajar ini ljuga 

ldikonfirmasi loleh lFitriyah l(2012). lIa lberpendapat lbahkan lmasyarakat lsecara 

lprakmatis lberpendapat lbahwa lbantuan ldalam lbentuk lpemberian luang latau 

lsejenisnya lharuslah lada ldalam lPilkada. lBerdasarkan lpenelitian-penelitian ltersebut, 

lposisi lpenelitian ini lebih lpada lpenggambaran lterhadap lfenomena lmasyarakat lyang 

lterjadi lselama lPemilu ltahun l2019. lDengan lfocus lpenelitian ldi lKabupaten lWonosobo, 

lpenelitian ini lebih lmenekankan lpada lmodel ldan lbentuk ldari lpolitik ltransaksional, 

lmotivasi lyang lmendasari lpolitik ltransaksional lserta laktor lyang lberperan. 

 

Metodologi 

Penelitian ini lmenggunakan lpendekatan ldeskriptif lanalitik, lyaitu ldengan 

lmembuat ldeskripsi lnformasi, ldata, lperistiwa ldengan lcara lfaktual, lsistematis, ldan 

lakurat. lCara ini ldilakukan lmenggunakan lnformasi ldan ldata ldari lpernyataan 

lbeberapa lsumber. lUntuk itu, lfokus lokasi lpenelitian ini ladalah lmasyarakat lKabupaten 

lWonosobo, lDPRD lKabupaten lWonosobo, lserta lpihak-pihak lyang lberperan ldan 

lmengetahui lmengenai lpolitik ltransaksional. l lData lyang ldigunakan ladalah ldata 

lprimer lmaupun lsekunder. lData lprimer ldi lkumpulkan loleh lpeneliti ldari lhasil 

lwawancara lkepada lnforman latau lsumber-sumber lyang lkompeten ldalam lmenjawab 

lpermasalahan ini. lSementara litu, ldata ldekunder, ldidapatkan ldari lartikel, lbuku, 

lmajalah, lhasil lpenelitian lterdahulu lserta ldokumen-domumen lyang lrelevan. 
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Money Politics dalam Pemilu 

Money lpolitics lmerupakan lpraktek lyang lmelibatkan l“pasar ldukungan lpolitik” 

l(electoral lmarket) ldengan l“pembeli lsuara” l(vote lbuyers) lmemberikan luang lataupun 

lbarang ldan ljasa lsesuai ldengan lapa lyang ldiinginkan loleh l“penjual lsuara” l(vote lseller), 

lserta lpenjual lsuara lmenyerahkan lsuaranya lsebagai lwujud lmbalan latas luang latau 

lbarang ldan ljasa lyang ltelah lditerimanya l(Sumarto, 2018). 

Mengenai lpemberian lmateri lsebagai lstrategi lpemenang lelektoral, lStokes l(2011) 

lmenjelaskan ldalam lskema ldistributive lpolitics latau lpolitik ldistributif. lStokes 

lmembedakan lmaterial lsumber ldaya lyang ldidistribusikan lyakni lapabila lsumber ldaya 

lyang ldidistribusikan lbersifat lpublik lmaka ldikategorikan lsebagai lstrategi 

lpemenangan lprogramatik, lnamun lbila ltidak lbersifat lpublik lataupun lbarang lpublik 

lyang ldi l“personalisasi” lmaka ltermasuk ldalam lstrategi lpemenangan lnon-

programatik. lDalam lstrategi lnon-programatik ini, lpemberian luang ldibagi lmenjadi 

ldua lbentuk lyaitu lvote lbuying ldan lpork lbarrel. 

Gambar 1 

Skema Politik Distributif 

 

Sumber : Stokes (2009, p. l) 

Vote lbuying latau lbiasa ldisebut ldengan lpembelian lsuara ladalah lsalah lsatu 

lbentuk ldari lmoney lpolitics ldengan lcara lmemberikan luang lkepada lpemilih ldalam 

lbentuk lfresh lmoney lpada lpemilih. lMenurut lSchaffer ldan lSchadler l(Schaffer & 

Schedler, 2007, p. l7), lpraktek ljual lbeli lsuara lseperti lkontrak latau llelang ldimana 

lpembeli lmenjual lsuara lmereka lpada lpenawar ltertinggi. lDalam lhal lini logika ltransaksi 

lkomersil lbekerja ldengan lprinsip ljika lpembeli ltidak lmemberikan lpenawaran ltertinggi, 

lmaka lseorang lpenjual ltidak lakan lmemberikan lsuaranya lkepada lpembeli ltersebut. 

lSchaffer lmenjelaskan lbahwa lpembelian lsuara lyang ldilakukan loleh lkandidat lwakil 

lrakyat lmemiliki lbeberapa lkriteria, lantara lain: l(1) lMateri lyang ldiberikan loleh lpolitisi 
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luntuk lditukar ldengan lsuara lpemilih ldibagikan lbeberapa lhari latau lbeberapa ljam 

lmenjelang lpemilihan lumum; l(2) lTarget lpenerima lmateri lyang ldipertukarkan luntuk 

lmemperoleh lsuara lpemilih ladalah liindividu ldan latau lrumah ltangga; l(3) lMateri lyang 

ldipergunakan luntuk lmembeli lsuara lmerupakan lbarang lprivat latau lbarang lpublik 

lyang ldi l“personalisasi” l(Schaffer & Schedler, 2007). 

Selain itu, lSchaffer ljuga lmemberikan lbeberapa ldentifikasi lterhadap lbentuk 

lpenawaran lyang ldilakukan loleh lpara lkandidat, lyaitu: l(1) lSebagai lsebuah luang lmuka 

lyaitu lwarga ldipandang lsebagai lpemilih ldalam lmodel lpasar lklasik lyang lmenganggap 

lpenawaran lsebagai lpembayaran ldari ljasa lyang lmereka lberikan lkepada lkandidat 

lberupa lhak lpolitik lyang lmereka lmiliki; l(2) lSebagai lsebuah lupah, lyakni lpembayaran 

lyang ldilakukan loleh lkandidat ldidasari latas lpemberian lupah lkepada lpemilih lyang 

ltelah lmendukung lterselenggaranya lkampanye lseperti lmenempel latribut lkampanye 

lkandidat; l(3) lSebuah lhadiah lmerupakan lpenawaran lyang ldiberikan loleh lkandidat 

ldengan lkonsekuensi lmenciptakan lkeharusan lbagi lmasyarakat luntuk lmemilih 

lkandidat lyang ltelah lmemberi lhadiah lmereka l(Schaffer & Schedler, 2007). 

Pork lbarrel lbiasanya ldiidentikkan ldengan lproyek-proyek lpembangunan 

lataupun lperbaikan lfasilitas lpublik lyang ldilakukan loleh lkandidat, lhal ini lbertujuan 

luntuk lmeningkatkan lpeluang ldipilihnya lkandidat ltersebut ldalam lpemilu. lPork lbarrel 

lmemberikan lbarang lyang lbersifat lpublic lgoods, lsehingga lbergeraknya lpada larena 

lbarang-barang lpublik luntuk ldipertukarkan ldengan lsuara lpemilih l(public-goods 

lelectoral lmarkets) lseperti lpembangunan lfasilitas lpublik lataupun lprogram lsosial 

(Sumarto, 2018, p. 31). lTarget lpenerima lpork lbarrel ltersebut lmenyeluruh lberdasarkan 

lwilayah lgeografis latau lterritorial ltertentu lsesuai ldengan ldaerah lpemilihan ldari lcalon 

langgota llegislatif lterkait. 

Money lpolitics ldalam lkampanye lselalu lmelibatkan lntermediary lagent ldengan 

ltujuan luntuk lmenghindari ljeratan lhukum lyang lada lsecara ldiam-diam. lDalam 

lprosesnya lpelibatan lagen lpenghubung lsangat lpenting ldalam lsetiap lpemilihan lumum 

luntuk lmenjaring lsuara lpemilih lpada level lokal. lDalam lproses lpembelian lsuara, 

lseorang lkandidat lperlu lmenyewa lpolitikus lokal latau lagen lpenghubung lokal lyang 

lmemiliki lpengetahuan lokal lsecara lterperinci ldengan lkriteria: lseseorang lyang 

lmengetahui lkepada lsiapa la lakan lmemberikan luang, lseseorang lyang ldapat ldipercaya, 

ldan lbagaimana lhubungan ini ldapat ldigunakan luntuk lmemperngaruhi lpemilih. 

lAdanya lpemanfaatan ljaringan lpribadi lkandidat lyang lmemiliki lkedekatan lsosial 

ldipercaya loleh lkandidat lsering lkali ldimanfaatkan lsebagai lagen lpenghubung, lhal lini 

lkarena lapabila lkandidat ltidak lmemilih lorang lyang ltepat lmaka lakan lmembawa lresiko 

lpada ldiketahuinya lskema lpembelian lsuara lyang ldilakukan loleh lkandidat (Schaffer & 

Schedler, 2007). 
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Politik Pemilu di Kabupaten Wonosobo 

Kondisi politik di Kabupaten Wonosobo masih sama dengan wilayah-wilayah 

lain. Namun bedanya di wilayah Kabupaten Wonosobo selain mempunyai 

sumberdaya alam yang melimpah, juga masyarakat pemilihnya masih tergolong 

pragmatis sehingga mudah untuk memobilisasi secara materialis dengan kata lain 

menggunakan politik transaksional. Sehingga para pemodal mempunyai kesempatan 

yang llebar untuk memenangkan Pileg atau Pilkada yang diselenggarakan di 

Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Wonosobo tahun 

2014 pemenang Pemilu tahun 2014 kemarin adalah Partai Demokrat. Berdasar 

rekapitulasi jumlah perolehan suara pada memilu DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 

2014 disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1 

Rekapitulasi lJumlah lPerolehan lSuara lSah lPartai lPolitik lpada lPemilu l2014 

No Partai lPolitik 

Perolehan lSuara lSah 

Jumlah 

lSuara lSah Dapil 

l1 

Dapil 

l2 

Dapil 

l3 

Dapil 

l4 

Dapil 

l5 

Dapil 

l6 

1 Partai lNasdem 7,160 1,617 4,195 5,688 10,163 6,619 35,442 

2 
Partai lKebangkitan 

lBangsa l(PKB) 
12,480 10,815 13,479 26,278 16,077 10,579 89,708 

3 
Partai lKeadilan lSejahtera 

l l(PKS) 
7,912 1,583 2,014 3,037 4,040 970 19,556 

4 

Partai lDemokrasi 

lndonesia lPerjuangan 

l(PDIP) 

17,560 13,831 15,368 11,375 22,697 8,725 89,556 

5 
Partai lGolongan lKarya 

l(Golkar) 
7,191 11,507 8,034 4,740 3,488 8,555 43,515 

6 
Partai lGerakan lndonesia l 

lRaya l(Gerindra) 
4,835 5,540 12,806 7,806 6,122 2,914 40,023 

7 Partai lDemokrat 5,255 5,053 3,243 6,445 3,825 8,492 32,313 

8 
Partai lAmanat lNasional l 

l(PAN) 
5,520 3,962 7,569 5,012 4,048 8,082 34,193 

9 
Partai lPersatuan 

lPembangunan l(PPP) 
3,805 11,205 2,310 8,480 7,499 6,127 39,426 
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10 
Partai lHati lNurani 

lRakyat l(Hanura) 
2,928 5,304 4,990 10,597 7,115 5,322 36,256 

12 
Partai lBulan lBintang 

l(PBB) 
355 296 203 265 289 207 1,615 

13 

Partai lKeadilan l ldan 

lPersatuan lndonesia 

l(PKPI) 

130 146 145 340 269 85 1,115 

Sumber : KPUD Kabupaten Wonosobo (n.d.) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa suara terbanyak pada 

pemilu tahun 2014 di Kabupaten Wonosobo adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

dengan 89.708 suara. Hal tersebut dikarenakan basis agama di Kabupaten Wonosobo 

masih sangat kental, sehingga bukan hal yang baru apabila Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) menempati posisi dalam perolehan suara Pileg tahun 2014. Kemudian 

disusul PDI Perjuangan dengan 89.556 suara, berikutnya ditempati Partai Golkar 

dengan 43.515 suara, berikutnya Partai Gerindra dengan 40.023 suara, PPP dengan 

39.425 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 36.256, Partai Nasdem 

dengan 35.442 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 34.192 suara, Partai 

Demokrat dengan 32.313 suara, PKS dengan l9.556 suara, PBB dengan l.515 suara, dan 

terakhir PKPI dengan l.115 suara. 

Selain data perolehan suara sah pada pemilu 2014 tersebut terdapat data DPT 

terbaru berdasarkan data pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2018. Data tersebut untuk 

memberikan pengetahuan sekaligus memetakan jumlah dukungan yang 

kemungkinan berpotensi untuk mendongkrak suara pada Pileg 2019 berdasarkan 

wilayah teritorial kecamatan sebagai berikut. 

Tabel 2 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jawa Tengah 2018 

No. Kecamatan Jumlah TPS 

Jumlah Pemilih 

Pemilih Difabel 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Garung  90 21.430 19.923 41.353 67 

2. Kalibawang  65 11.129 10.550 21.679 23 

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/GARUNG
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KALIBAWANG
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3. Kalikajar  144 27.465 25.942 53.407 98 

4. Kaliwiro  117 21.359 21.116 42.475 114 

5. Kejajar  89 17.312 16.130 33.442 44 

6. Kepil  130 24.887 24.176 49.063 76 

7. Kertek  168 33.170 32.223 65.393 124 

8. Leksono  90 17.483 17.512 34.995 105 

9. Mojotengah  118 24.264 22.354 46.618 51 

10 Sapuran 122 23.504 22.517 46.021 48 

11. Selomerto  108 20.168 20.215 40.383 98 

12. Sukoharjo  72 13.879 13.490 27.369 59 

13. Wadaslintang  124 24.049 23.671 47.720 91 

14. Watumalang  117 21.728 21.037 42.765 83 

15. Wonosobo  163 32.661 32.489 65.150 118 

JUMLAH 1.717 334.488 323.345 657.833 1.199 

Sumber: KPUD Kabupaten Wonosobo (n.d.) 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Kertek menjadi 

kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan-kecamatan 

lainya. Namun yang menarik adalah Kecamatan Wonosobo menjadi kecamatan 

dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua setelah Kecamatan Kertek. Hal ini 

menjadi menarik karena Kecamatan Wonosobo merupakan Kecamatan Kota dari 

Kabupaten Wonosobo dengan Desa terbanyak dibandingkan Kecamatan lainnya.  

Dengan kata llain wilayah Kecamatan Kertek sangat berpotensi dalam 

memberikan suara yang banyak bagi para anggota llegislatif sehingga calon yang 

mampu menguasai kedua kecamatan tersebut sudah dapat dipastikan memenangkan 

pemilu. Dalam data tersebut mengacu pada data pilkada pada tahun 2018 karena data 

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KALIKAJAR
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KALIWIRO
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KEJAJAR
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KEPIL
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/KERTEK
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/LEKSONO
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/MOJOTENGAH
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/SAPURAN
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/SELOMERTO
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/SUKOHARJO
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/WADASLINTANG
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/WATUMALANG
https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGAH/WONOSOBO/WONOSOBO
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yang mengalami perkembangan sudah berbeda jauh dengan data Pemilu pada tahun 

2014 yang lalu. Bahkan data tersebut merupakan data terbaru. 

 

Politik Transaksional Menjelang Pemilu di Kabupaten Wonosobo 

Pengetahuan Masyarakat 

Sebelum memahami praktik politik berbasis transaksional yang telah 

dilakukan oleh para caleg menjelang pilkada 2019 di Wonosobo, adalah penting 

untuk membahas pengetahuan masyarakat maupun praktisi politik tentang politik 

transaksional itu sendiri. Sebenarnya, sebagian masyarakat telah mengetahui dan 

mampu mengkarakterisasi lisu-isu politik transaksional. lndividu telah mulai bersikap 

kritis ketika pemilihan umum dilaksanakan. Dari hasil wawancara, mayoritas 

lnforman memahami lsu politik transaksional, baik dari pelakunya maupun objek 

politik transaksional tersebut. Berikut ini merupakan kutipan lnterview dengan 

seorang anggota DPRD Wonosobo dari fraksi Gerindra: 

“...tentu saya paham apa itu politik transaksional, politik transaksional adalah 

cara untuk membeli suara dari masyarakat untuk mengumpulkan suara 

sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan sesuatu kepada masyarakat...” 

(Hasil wawancara 8 November 2018) 

Pernyataan ini menyiratkan, dari kacamata politikus di kabupaten ini, politik 

transaksional merupakan strategi untuk bertransaksi kepada masyarakat demi 

mengumpulkan suara kemenangan agar terpilih sebagai anggota llegislatif Wonosobo. 

Politik transaksional adalah jual beli politik yang bahkan begitu terlihat dalam politik 

lokal Wonosobo. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Bayu Aditya: 

“...politik transaksional adalah dimana seseorang pemilih menerima sesuatu 

(uang/barang) dari salah satu calon dan uang/barang tersebut digunakan untuk 

kepentingan calon itu sendiri...”(Hasil wawancara 8 November 2018) 

Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat memaknai politik 

transaksional. Pola transaksi politik yang terjadi di tengah masyarakat ini 

menunjukan eksisnya jual beli secara langsung harga dukungan suara seseorang yang 

ditukar dengan uang/barang. Praktis, transaksi ini telah menjadi hal yang jamak dan 

tidak lagi bersifat sembunyi-sembunyi. la telah menjadi tradisi yang mengakat dalam 

pola perilaku pemilih maupun para calon llegislatif itu sendiri. 

Masyarakat umum dan aktor politik di Wonosobo memahami politik 

transaksional berdasarkan pengalaman yang sudah dialami dan menjadi 

pengalaman. Artinya, pemahaman tentang politik transaksional telah mereka peroleh 

dari pengalaman berpolitik mereka alami. 
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Politik transaksional saat pemilu 2014 di Wonosobo sangat mungkin sekali 

terulang di pemilu tahun 2019. Tetapi, penelitian ini juga memerlukan penjelasan 

konkrit tentang ada atau tidaknya praktek transaksional seperti itu menjelang pemilu 

2019 di Wonosobo. Hal ini dijelaskan oleh Suwarno, anggota DPRD Wonosobo dari 

lpartai lGolkar. 

“...pada lpemilu ltahun l2014 ltentu lsaja lada lpolitik ltransaksional, ltidak lhanya lpada 

lpemilu l2014 lsaja, lnamun lpada lpemilu-pemilu lain lseperti lPilkada, lPilkades, 

lPilgub, lPilpres, lbankan lpemilihan lumum lyang lakan ldatang lbisa ljuga lterdapat 

lpermainan lpolitik ltransaksional ldisitu lseperti ldi ltahun l2019 lnanti...”(Hasil 

lwawancara l10 lNovember l2018) 

Pernyataan ini menunjukan pemilu 2014 di Kabupaten Wonosobo yang 

diwarnai politik transaksional akan terjadi pula di pemilu 2019.  

Pernyataan itu tampaknya mengindikasikan bahwa setiap hajat demokratis 

seperti pemilu di kabupaten Wonosobo ‘mengharuskan’ ada permainan 

transaksional. Mmbeli suara adalah cara efektif mobilisasi massal untuk 

mendapatkan suara lyang lsignifikan. lPolitik ltransaksional ltelah lmenjadi lbudaya 

lpolitik lmasyarakat ldan lelit lpolitik lokal. lPolitik ltransaksional ladalah lritual lwajib lyang 

lharus ldilakukan loleh lkandidat latau lpenguasa lpotensial lainnya luntuk lmendapatkan 

ldukungan lmasyarakat. lPolitik lseperti ini lsudah lmenjadi lrahasia lumum. lKarena 

lmemiliki lnominal ldan lmemiliki lkekuatan luntuk lmempengaruhi lpemilih, laktor 

lpolitik lebih lsering lmenggunakan lstrategi ini luntuk lmencapai ltujuan lmereka. 

Penelitian ini ljuga lmenemukan lbahwa lKabupaten lWonosobo lmemiliki 

lntensitas lpolitik ltransaksional lyang ltinggi. lDi lKabupaten lWonosobo, lpolitik 

ltransaksional lsering lterjadi lketika partai-partai demokratis digelar, seperti Pilkada, 

Pileg atau Pilkades. ini diungkapkan oleh pernyataan Riyan yang menjadi Panwascam 

di kecamatan Kepil. 

“...di Kabupaten Wonosobo ini tergolong sering terjadi politik transaksional. 

Bahkan di setiap ada kegiatan pemilihan apapun pasti terjadi politik 

uang...”(Hasil wawancara l0 November 2018) 

Pernyataan ini memperjelas bahwa di Wonosobo sering terjadi politik 

transaksi. Orang lmenjadi llebih lpragmatis ldalam lmembuat lpilihan lmereka. 

lPemahaman ldan lapresiasi lmaterialis ltelah lmengakar ldalam lkehidupan lpolitik 

lmasyarakat lsetempat. lntensitas kebiasaan politik transaksional yang cenderung 

tinggi ini menunjukkan adanya dampak dari modernisasi masyarakat yang cepat dan 

mempengaruhi pemikiran mereka. Ada kebutuhan yang terus meningkat mendorong 

orang untuk mendapatkan penghasilan atau transaksi yang menurut mereka 

menguntungkan. Pola lsosial ini ltelah ldigunakan loleh lelit lpolitik ldari ltingkat lokal 

lhingga lnasional luntuk lmemobilisasi lmasyarakat. Pemilu 2019 juga menunjukkan 
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bahwa pola ini berulang karena tidak ada perubahan signifikan dalam pola 

pragmatisme politik antara kandidat dan pemilih. 

 

Bentuk dan Model Politik Transaksional 

Selain itu, jika melihat praktik umum politik transaksi di kabupaten Wonosobo, 

kita harus melihat pula ke dalam lbentuk ldan lmodel lyang lsering ldilakukan loleh lelit 

lpolitik ldalam lmelakukan ltransaksi ldi lpemilu l2014. Seperti disebutkan di bagian 

sebelumnya, politik transaksional di kabupaten Wonosobo cukup tinggi. Dengan 

adanya politik transaksional antara kandidat dan pemilih pada tahun 2014 di wilayah 

Wonosobo.  

Di Kabupaten Wonosobo, ada tanda-tanda pola perilaku llegislatif yang masuk 

ke dalam politik transaksional seperti dalam pemilu 2014. Dalam persiapan untuk 

pemilihan 2019, pemilih ditawari barang atau uang untuk mengkonfirmasi dukungan 

mereka sebelum di bilik pemilihan umum. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan 

Amir selaku anggota masyarakat. 

“...ada pemberian dari caleg berupa sembako dan bantuan dana untuk 

perbaikan jalan dan masjid 2 minggu yang lalu...”(Hasil wawancara l4 

November 2018) 

Pernyataan Amir mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya bahwa hadiah dan 

barang diperdagangkan dalam bentuk makanan pokok sebelum pemilihan 2019 di 

Wonosobo. Walaupun lnformasi ini tidak secara jelas menunjukkan maksud atau 

alasan kandidat untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, donasi seperti ltu 

dapat menjadi salah satu strategi untuk memenangkan suara di area di mana 

dukungan tersebut telah diberikan.  

Terkait strategi kandidat untuk mengumpulkan suara, mereka tentu tidak 

hanya mendanai semua orang secara acak. Kelompok sasaran ditargetkan dan 

dukungan akan memiliki dampak besar pada kemenangan suara di kemudian hari. 

Cara-cara ini digunakan oleh kandidat untuk memobilisasi untuk mendapatkan 

dukungan. Dengan menargetkan mobilisasi suara pada kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu, akan llebih mudah bagi para calon untuk meraup suara pada 

pemilu 2019 nanti. Keinginan masyarakat juga akan dibawa oleh kandidat dalam 

bentuk lsu atau permasalahan tertentu yang akan menguntungkan mereka. ini 

diperdalam oleh pernyataan dari Kholiq, anggota DPRD partai Golkar. 

“...tahun lalu, ldalam lpemberian lbarang ldan ltransaksional ltersebut lkita 

lmengunjungi lkelompok-kelompok lpengajian, lPKK, lrapat lRT, lKarang lTaruna 

lbahkan lpada lmajelis-majelis ldi lmasjid lyang lsedang lberkumpul...”(hasil 

lwawancara l10 lNovember l2018) 
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Kelompok-kelompok lyang lsering ldikunjungi latau lditargetkan loleh lkandidat 

luntuk lmobilisasi lmassa ladalah lkelompok lmasyarakat ltertentu. lMelalui lkelompok-

kelompok ini, lsu lyang ldiajukan loleh lpara lkandidat lmenjadi lsubjek ldan lmudah luntuk 

lmengurangi lkepentingan lpribadi lmasyarakat lmenjadi lkepentingan lkelompok. 

lDampaknya ladalah lbanyak lsuara ldan ltidak lbanyak lbiaya. Bahkan, beberapa 

kandidat memiliki kontrak atau perjanjian tertulis dengan masyarakat mengenai 

kelompok sasaran mereka dalam melakukan politik perdagangan. Seperti terungkap 

dalam pernyataan Soleh, anggota DPRD Wonosobo Fraksi Gerindra. 

“...terdapat beberapa caleg yang melakukan kontrak kesepakatan dengan 

kelompok masyarakat tertentu, sepengetahuan saya ada caleg dari partai 

Golkar yang membuat kontrak dengan masyarakat yang kurang llebih linti dari 

kontrak tersebut kalau di desa ini caleg tersebut memperoleh suara minimal 

l0%, maka caleg tersebut akan membangun jalan di desa tersebut..”(Hasil 

wawancara l1 November 2018) 

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa politik transaksi telah berubah. Hal ini 

disebabkan adanya kontrak lresmi ldengan lmasyarakat luntuk lmengamankan laspek 

lkepastian lmasyarakat luntuk lmemilih lsalah lsatu lkandidat. lDengan lmemeriksa lpola-

pola ltransaksi lyang lterjadi ldi lmasyarakat, lpara lkandidat lsecara ltidak langsung ltidak 

lmemihak lpartai secara umum. Rakyat tidak lagi dijanjikan lde ldeologis, tetapi 

diarahkan pada janji-janji materialistis jika seorang kandidat memenangkan 

pemilihan. 

Namun, beberapa kandidat tidak secara formal membuat kontrak dengan 

masyarakat, tetapi memberikan bantuan langsung kepada lmasyarakat ldengan 

lmembangun lbeberapa lnfrastruktur ldi ldaerah lpemilihan. lHal ini lseperti ldiungkapkan 

loleh langgota masyarakat, Amir, 

“...di dusun saya ada pembangunan beton jalan yang katanya itu dari caleg 

partai Golkar, tapi masyarakat dan caleg tersebut tidak ada perjanjian 

sebelumnya...”(Hasil wawancara l1 November 2018) 

Pernyataan ini mengkonfirmasi kegiatan caleg yang sudah memobilisasi 

masyarakat dengan membuatkan fasilitas publik, tetapi tanpa persetujuan 

sebelumnya dengan masyarakat. Model pengadaan massal ini lmungkin ltidak lterlalu 

lefektif lkarena ltidak lada lkontrak lresmi ldengan lmasyarakat, tetapi orang-orang dapat 

berpendapat bahwa para kandidat itu dermawan. Sehingga dengan demikian, la akan 

mendapatkan dukungan suara. ini memiliki dampak yang sangat besar. Disamping 

itu, ada pernyataan menarik dari Handayani, seorang Panwas di Kec. Sapuran. 

“...di kecamatan Sapuran, banyak para caleg yang mendekati tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh agama biasanya pemimpin pondok 

pesantren yang mendapatkan bantuan dari caleg tertentu dan pemimpin 
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pondok pesantren tersebut mengarahkan masyarakat dan santri setempat 

untuk memilih acaleg tersebut...”(Hasil wawancara l2 November 2018) 

Pernyataan itu juga mengindikasikan bahwa sebelum pemilihan 2019, politik 

transaksional sudah mulai dilakukan. ini dibuktikan dengan adanya calon yang 

mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dengan menerapkan strategi ini, 

kandidat dapat llebih mudah mendapatkan suara llebih banyak. Namun, 

kelemahannya adalah bahwa pemimpin agama dan masyarakat bukanlah eksekutif 

yang dapat mengumpulkan suara. Tetapi mereka hanya menjual karisma yang 

mereka miliki untuk memobilisasi massa. Oleh karena itu, massa yang mengikuti 

strategi ini masih merupakan massa mengambang yang dapat mengubah dukungan 

kapan saja. 

Banyak yang mengklaim bahwa pada 2014 mereka menerima uang dari para 

kandidat satu hari sebelum pemilihan. Seperti yang disampaikan Suharno, petani di 

kecamatan Wadaslintang, Wonosobo, 

“...saya menerima uang dari caleg no urut 3 dari Golkar pada waktu sehari 

sebelum pencoblosan. Waktunya kurang llebih malam hari jam 9 

malam...”(Hasil wawancara 8 November 2018). 

Pernyataan itu menunjukkan bahwa ada pola di mana para kandidat 

memberikan suara langsung ke orang-orang dengan memberi uang untuk 

mendapatkan suara. Politik transaksi dibuat secara terbuka oleh kandidat llegislatif 

dengan perhitungan yang akurat. Calon dapat membuat daftar data pendukung yang 

mereka pilih untuk dipilih di lain waktu, dan data tersebut akan digunakan sebagai 

dasar bagi kandidat untuk bertransaksi kepada mereka yang memasukkan data. 

Pernyataan ini juga senada dengan apa yang diungkapkan Amir, sebagai pekerja 

llepas. 

“...pemilu kemarin lsaya ldi lberi luang ldari lcaleg lGolkar luntuk lmemilihnya. 

lWaktunya lpagi-pagi ljam l5 lpagi...”(Hasil lwawancara l15 November 2018) 

Aksi lfajar lmasih lmenjadi ltren ldalam lpolitik ltransaksi. lPernyataan ini 

lmenjelaskan lwaktu lsumbangan lyang ldilakukan, lyaitu ljam l5 lpagi. lKarena itu, lpara 

lkandidat lmemastikan lserangan lfajar ldengan lmembeli lsuara lterpisah ldi lpagi lhari 

lsebelum lpemungutan lsuara. lPada bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada 

saat pemilihan 2019, para calon llegislatif telah mulai melakukan perilaku 

transaksional dengan memberikan dukungan berupa pembangunan masjid dan 

membuat kontrak politik dengan orang-orang. Pola model politik transaksi yang 

dilakukan oleh kandidat kabupaten Wonosobo dalam pemilihan umum 2014 adalah 

dengan memberikan dukungan kepada masyarakat di bidang pemilihan dalam 

bentuk kebutuhan dasar, bantuan keuangan, atau hibah. Selain itu, dukungan ljuga 

lberupa lpembangunan lnfrastruktur lmasyarakat, lyang lumumnya lberupa 
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lpembangunan ljalan latau ltempat lbadah. Jadi, sebagai perbandingan, model ini masih 

cenderung mempengaruhi suara masyarakat di pilkada 2019. 

  

Kesimpulan 

Politik transaksional adalah sesuatu yang terbatas namun masyarakat telah 

memiliki pemahaman yang kuat. Karena efek dari lisu-isu transaksional dapat 

mendorong praktik-praktik politik yang tidak semestinya. Dalam hal ini ada beberapa 

hal yang bisa dipahami. Persepsi masyarakat di Wonosobo llebih dipengaruhi oleh 

contoh-contoh praktek politik transaksional. Untuk situasi ini masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh sikap politik mereka terhadap praktek transaksional. ini 

dipengaruhi biasanya oleh kondisi keuangan masyarakat Wonosobo. lndividu 

semakin realistis dalam menentukan dukungan mereka. 

Pemahaman dan penilaian pragmatis telah mengakar di kehidupan 

masyarakat Wonosobo. Saat mereka mendapatkan bayaran langsung dari calon 

llegislative, dalam hal ini menjelang pemilu 2019, mereka berpikir untuk mengambil 

keuntungan. Menyadari akan llemahnya pendirian masyarakat yang dapat 

dimobilisasi dengan uang ini, para lelit lpolitik ldari ltingkat lokal lhingga ltingkat 

lnasional ltelah lmemanfaatkan lmereka. 

Contoh paling nyata politik transaksional menjelang pemilu 2019 Wonosobo 

adalah dengan adanya upaya caleg memberikan pasokan sembako, uang, serta 

pembangunan fasilitas public. lIde dan polanya adalah bahwa caleg menawarkan 

sesuatu kepada masyarakat dengan lmbalan balik berupa dukungan suara. Jika orang-

orang itu bersedia, pada saat itu mereka sepakat untuk memberikan jumlah suara 

yang cukup. Di Kabupaten Wonosobo, sayangnya karakter jual beli suara seperti ini 

telah menjadi semacam magnet yang dimanfaatkan oleh para elit politik. 
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